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WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
bahwa sehubungan dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana
huruf a perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan
akuntansi Pemerintah Kota Depok
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Depok;

-



Mengingat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik# Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3858);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12,

13.

14,

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negafa Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,f Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi PemerintahsKota Depok

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 20), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Huruf N. Kebijakan Akuntansi Per Komponen
Laporan Keuangan angka 1. Laporan Realisasi Anggaran
huruf a. Pendapatan pada Lampiran Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Depok diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Huruf N. Kebijakan Akuntansi Per Komponen
Laporan Keuangan angka 3. Laporan Realisasi Anggaran
huruf a. Aset Lancar pada Lampiran Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Depok diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Desember 2018
WALI KOTA DEPOK,

Ceee b, |

*

K.H. MOHAMMAD IDRIS
Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
fbos
HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 87



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK.

a.

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.
Kebijakan akuntansi:

1.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh SKPD atau entitas lain
diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang
belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun buku dicatat sebagai Kas
Bendahara Penerimaan dengan akun pasangan pendapatan.

Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat
serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa)
sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima. Apabila dalam BA
serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka
dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan.
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto, dapat dikecualikan.

Bagi SKPD yang pendapatannya belum digunakan langsung (misal BLUD),
maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan
dan penggunaanya kepada BUD. Pada saat yang sama BUD membebani
anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya.
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
pendapatan, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi
posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang

bersanckutan nada neriode vane sama



10.

1.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak -berulang (non-recurring) atas
pendapatan, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang
menambah saldo kas, dibukukan sebagai penambah saldo kasf"dan ekuitas
dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
Koreksi kesalahan yang sifatnya berulang (non-recurring) atas pendapatan,
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas,
dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada
periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut

jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

WALI KOTA DEPO’K,

Cz.y"/&,-

*

K.H. MOHAMMAD IDRIS



LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEFOK.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

berupa kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang
sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signiﬁkan. Setara kas pemerintah ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk
memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera
dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada
risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi
disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo
3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos
kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena
kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan
merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,
pembiayaan, dan nonanggaran.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang,
dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito
berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah
diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi,
denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang
diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis
kantor, bai‘ang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa,

dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.



1) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas diglas daerah

mencangkup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab

bendahara umum daerah, terdiri dari:

Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang
ditentukan Wali Kota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
Setara kas, antara lain surat utang Negara (SUN/obligasi dan deposito
kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah);

Uang tunai (uang tunai dan logam) di bendahara umum daerah.

Kebijakan akuntansi:

a)
b)

0

d)

Kas dicatat sebesar nilai nominal;

Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal 31 Desember;

Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat uang
Negara;

Tidak termasuk Kas di kas daerah, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa
PPh Pasal 21, Iuran Bapeltarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang
masih harus disetorkan ke kas Negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban
Jangka Pendek);

Setoran dalam perjalanan diakui sebagai penambah nilai kas dengan
melakukan jurnal penyesuaian;

Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

WALI KOTA DEPOK,

]

e,

-

K.H. MOHAMMAD IDRIS



